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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) yang
akhirnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Setelah
diundangkannya UUPA, maka berlakulah Hukum Agraria Nasional yang mencabut
peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda,
antara lain Agrarische Wet Stb. 1870 Nomor 55 dan Agrarische Besluit Stb.1870
Nomor 118.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah di
Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah meletakkan kewajiban
kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh
Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarakan hak atas tanah yang
ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dijabarkan dalam
ketentuan Pasal 19 UUPA.

Ketentuan tentang pendaftaran tanah yang dijabarkan dalam Pasal 19 Ayat
(1) UUPA selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah
tersebut semula adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217). Kemudian,



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan
disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah
dalam rangka rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah,
dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut
berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan
Surat Ukur.

Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pendaftaran tanah
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025 yang
sesuai amanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mempunyai tujuan supaya seluruh bidang tanah
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdaftar pada Badan
Pertanahan Negara dimasing-masing Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Untuk
terselenggaranya kegiatan tersebut pada tanggal 13 Februari 2018, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun
2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah
Indonesia.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digencarkan

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan



dapat mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat kelas bawah
karena sertifikat yang diperoleh oleh masyarakat dapat menjadi barang berharga
dan dapat diagunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan yang ada.

Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL
merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di selurun Wilayah Republik
Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat
dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu
atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh pemerintah
memiliki tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman,
adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi
dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Tahun 2019 realisasi kinerja pemrosesan PTSL di Kabupaten Blora apabila
dibandingkan tahun 2018 maupun tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan masyarakat sudah mengetahui manfaat agar tanah perlu ada sertifikat
hak kepemilikan tanah. Selain itu juga proses pengurusan sertikat dan biaya PTSL
sangat mudah dan biaya yang murah apabila dibandingkan dengan melakukan
pengurusan sertifikat tanah tanpa PTSL.

Dijelaskan Kepala ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang — Badan Pertanahan

Nasional) Kabupaten Blora, TA. 2017 target PTSL sebanyak 9.950 realisasi 11.551,



TA 2018 target PTSL Blora 47.300 bidang, dan terealisasi pemetaan 50.079 bidang.
Sedangkan pada tahun 2019 menurut Kepala Seksi Hubungan Hukum ATR/BPN
Kabupaten Blora, Bayu Indarto bahwa target PTSL 60.000 bidang, realisasi
pemetaan 61.176 yang tersebar di 33 desa yang ada di 9 kecamatan. Yakni
Kradenan, Randublatung, Todanan, Kedungtuban, Blora, Bogorejo, Japah, Ngawen
dan Banjarejo. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Pemetaan PTSL Kabupaten Blora
Tahun 2017 — 2019

Nomor Tahun Target Realisasi Keterangan
1 2017 9.950 11.551 | > 1.601
2 2018 47.300 50.079 | > 2.779
3 2019 60.000 61.176 | >1.176

Sumber : Bagian Pengelolan PTSL, 2019

Melihat data diatas dapat dijelaskan bahwa kelebihan realisasi pemetaan
digunakan untuk saving pada tahun berikutnya, seperti pada tahun 2017 target 9.950
terealisasi sebesar 11.551 yang berarti ada kelebihan 1.601 diikutkan saving atau
kegiatan PTSL pada tahun 2018, sehingga petugas PTSL mempunyai beban kerja
yang bertambah dan kinerja petugas harus ditingkatkan agar realisasi harus bisa
mencapai target yang telah ditetapkan lebih bagus lagi apabila realisasi dapat
melebihi target yang telah ditentukan.

Mangkunegara (2012:78) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja
baik secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh pegawai dalam
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan menurut Riani (2013), menjelaskan kinerja merupakan hasil yang telah



dicapai oleh pegawai menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.
Sehingga dengan demikian kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh pegawai
sesuai dengan kemampuannya dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang
menjadi tanggung jawabnya agar tujuan suatu instansi yang telah ditetapkan dapat
dicapai.

Pada tahun 2020 ini untuk PTSL mengalami banyak penundaan yang
dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dari target 50.100 yang terealisir
dilaksanakan pada tahun 2020 sebesar 29.064 sedangkan sebanyak 21.036 ditunda

dan akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 1.2

Rekapitulasi Pencairan PTSL 2020

Kantor ATR - BPN Kabupaten Blora

JUMLAH BIDANG
TARGET
NO | KECAMATAN | TARGET | T200CT | pBT KET.
SHAT 1 (saviNG) (SAA\Q\'N)G'
1 | Ngawen 9.960 4.375 5.585
2 | Banjarejo 9.390 5.737 3.653
3 | Cepu 900 0 900
4 | Jepon 7.850 5.399 2.451
5 | Blora 2.950 1.908 1.042
6 | Japah 4.150 4.375 (225) | Tidak Dilaksanakan
7 | Tunjungan 2.000 497 1.503
8 | Kedungtuban 3.100 500 2.600
9 | Todanan 2.600 954 1.646
10 | Jati 2.500 0 2.500
11 | Kradenan 1.500 2.350 (850) | Tidak Dilaksanakan
12 | Kunduran 3.200 2.969 231
JUMLAH 50.100 29.064 21.036

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Tahun
Peningkatan kinerja petugas PTSL di Kabupaten Blora dipengaruhi oleh

beban kerja, motivasi dan kepuasan kerja. Zaki dan Marzolina (2016:8),
menjelaskan bahwa beban kerja merupakan perbedaan kemampuan pegawai
dengan tuntutan pekerjaan, artinya bahwa jika pegawai mempunyai kemampuan
kerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan akan dapat memunculkan rasa bosan,
sebaliknya jika kemampuan pegawai lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan
maka akan muncul perasaan kelelahan yang lebihan.

Beban kerja petugas PTSL pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19
membutuhkan kerja ekstra keras. Hal ini disebabkan selain mengerjakan di luar

yang kemungkinan resiko tertular virus Covid-19 juga mengerjakan di kantor

sampai di luar jam kantor bahkan pada hari libur masih digunakan untuk




mengerjakan tugas yang belum diselesaikan atau yang akan diselesaikan dalam
rangka pelaksanaan PTSL di desa-desa Kabupaten Blora.

Selain beban kerja, kompensasi juga dapat meningkatkan kinerja petugas
PTSL di Kabupaten Blora. Pemberian kompensasi ini berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pasal 40 ayat (3)
mengatakan bahwa Panitia Ajudikasi PTSL akan mendapatkan honorarium dan
mendapatkan biaya mobilisasi / penugasan petugas pada pelaksanaan PTSL

Hasibuan (2014), menjelaskan bahwa kompensasi merupakan semua
pendapatan yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa berbentuk uang,
barang langsung atau tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan. Pontoh
(2014:109), mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai. Atasan harus dapat bertindak adil dan tegas kepada
pegawainya, baik dalam pemberian kompensasi atau penghargaan terhadap
pegawai berprestasi maupun memberikan hukuman secara lisan dan tertulis apabila
pegawai melakukan kesalahan Pemberian kompensasi bertujuan untuk
meningkatkan kepuasan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan serta mendorong
peningkatkan kinerja karyawan.

Kepuasan kerja juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan
kinerja pegawai. Kepuasan kerja merupakan perasaan emosi pegawai yang senang
atau positif berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerjanya. Perasaan
kurang puasnya pegawai terhadap pekerjaan dapat mengakibatkan menurunnya

Kinerja pegawai sehingga akan membawa dampak terhadap kerugian perusahaan.



Menurut Koesmono (2014), menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan

penilaian, perasaan atau sikap pegawai terhadap pekerjaannya serta berhubungan

dengan lingkungan kerja untuk memenuhi beberapa keinginan dan kebutuhan

melalui kegiatan kerja atau bekerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Nomor : 84/SK-33.16.UP.04.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, bahwa petugas

yang

melaksanakan kegiatan PTSL pada tahun 2020 akan mendapatkan

Honorarium Non Operasional untuk Kegiatan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana

tabel dibawah ini ;

Tabel 1.3
Besarannya Honorarium Non Operasional Laiannya
Kegiatan Pemeriksaan Lapangan PTSL Kabupaten Blora

Tahun 2020
No. Jabatan Besarnya Honor Keterangan
1. Ketua Rp. 5.948.000,-
P. Wakil Ketua Yuridis Rp. 5.500.000,-
3. Wakil Ketua Teknis Rp. 5.500.000,-
4. Sekretaris Rp. 5.000.000,-
5. Kepala Desa Rp. 3.500.000,-

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2020

Selain mendapatkan Honorarium Non Operasional Lainnya, Petugas PTSL

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada Tahun 2020 juga mendapatkan

Honorarium Output Tim Petugas PTSL sebagaimana pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.4
Besarannya Honorarium Output
Kegiatan Panitia PTSL Kabupaten Blora

Tahun 2020
No. Jabatan Besarnya Honor Keterangan
1. Ketua Rp. 3.500.000,-
2. Wakil Ketua Yuridis Rp. 3.000.000,-
3. Wakil Ketua Teknis Rp. 3.000.000,-
4. Sekretaris Rp. 2.500.000,-
5. Kepala Desa Rp. 1.800.000,-

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2020

Melihat tabel diatas bahwa Petugas PTSL di Kabupaten Blora selain

mendapatkan Honorarium Output Kegiatan Panitia PTSL juga mendapatkan

Honorarium Non Operasional Lainnya Kegiatan Pemeriksaan Lapangan PTSL di

Kabupaten Blora, sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kepuasan kerja petugas

PTSL yang pada akhirnya akan meningkatnya kinerja petugas PTSL.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat adanya research gap dari

variabel independen yang mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja pegawai, yaitu

sebagai berikut :

1)

Pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja

Tambengi dkk. (2016), Wijaya (2018) dan Sari (2018) mengatakan
bahwa beban kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sulistyowati dan Muazansyah (2018), Purbaningrat dan Surya (2018),



2)

3)

10

Rachmah (2018) serta Pramesti dan Piartrini (2020) yang mengatakan bahwa

beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.

Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja

Sedarmayanti (2017), Amirullah dan Yunus (2019) serta Cahyani dkk
(2020) menjelaskan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan
kompensasi terhadap kepuasan kerja.

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda
dilakukan oleh Nurhidayat dkk (2017) dan Parmin (2017) menjelaskan bahwa

tidak berpengaruh signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai.

Pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Irfani (2019),
Hastutiningsih (2018) dan Nabawi (2019) mengatakan bahwa ada pengaruh
negatif dan signifikan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti
bahwa ketidaksesuaian antara jumlah petugas dengan beban kerja yang
dimiliki mengakibatkan pekerjaan yang diberikan menjadi tidak berkualitas,
sehingga beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan kerja
pada karyawan dan memiliki dampak terhadap penurunan kinerja karyawan.

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda
dilakukan oleh Linda dkk (2014) yang mengatakan bahwa beban kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.



4)

5)
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Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni dan Irfani (2019),
Hameed et all (2014), Pontoh (2014) dan Hendro (2018). yang menjelaskan
bahwa kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai. Kompensasi diberikan untuk mendorong pegawai bekerja
lebih giat dengan harapan dapat meningkatkan imbalan yang diterimanya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Mundakir dan Zainuri (2018) dan Arifin (2017) yang mengatakan bahwa

tidak berpengaruh dan signifikan kompensasi terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019), Nabawi (2019),
Mundakir dan Zainuri (2018) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh positif
dan signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja
karyawan akan peningkatan maupun penurunan berpengaruh terhadap
peningkatan maupun penurunan Kinerja karyawan.

Namun demikian hasil penelitian diatas berlawanan dengan penelitian
yang telah dilakukan oleh Ikhsan dkk (2019) dan Afni Can dan Yasri (2016),
mengatakaan bahwa tidak berpengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan.

Adanya perbedaan (gap) hasil penelitian terdahulu, maka penulis sangat

antuias untuk melakukan penelitian tentang faktor yang dapat meningkatkan kinerja

pegawai yaitu lain yang diduga dapat mempengaruhi kinerja pegawai, salah satunya
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yaitu beban kerja, kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja petugas PTSL di
Kabupaten Blora.

Bertitik tolak dari penjelasan latar belakang tersebut penulis mengajukan
penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA DAN
KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PETUGAS PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP MELALUI KEPUASAN KERJA DI
KANTOR ATR-BPN (AGRARIA DAN TATA RUANG - BADAN

PERTANAHAN NASIONAL) KABUPATEN BLORA”

1.2 Perumusan Masalah
Selama melakukan penelitian tentang peningkatana kinerja petugas PTSL di

Kantor ATR-BPN Kabupaten Blora terdapat berbagai permasalahan yang terkait

dengan variabel penelitian ini, diantaranya :

1) Masih banyak petugas PTSL dalam bekerja masih kurang semangat. Hal ini
disebabkan beban kerja yang dilaksanakan terlalu berat, seperti hari libur yang
digunakan untuk istirahat bersama keluarga untuk bekerja lembur menangani
program PTSL.

2) Kompensasi yang diberikan kepada petugas PTSL terutama yang dari desa
dirasakan kurang karena yang mendapatkan honor hanya petinggi atau kepala
desa, sedangkan perangkat desa yang menangani langsung turun ke warga
untuk mendata agar ikut program PTSL tidak mendapatkan honor dari

pelaksanaan PTSL.
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3) Petugas PTSL mengalami kejenuhan yang dapat mengalami penurunan Kinerja.

Hal ini disebabkan bahwa jika ada pelaksanaan tugas program PTSL dilakukan

kerja lembur sampai larut malam dan ini tidak dikasih uang lembur atau uang

makan lembur.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah

penelitian sebagai berikut:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja Petugas PTSL di
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ?

Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja Petugas PTSL di
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ?

Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja Petugas PTSL di Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora ?

Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja Petugas PTSL di Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora ?

Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Petugas PTSL di

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dituliskan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja Petugas PTSL

di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
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1.3.2 Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja Petugas PTSL
di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

1.3.3 Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja Petugas PTSL di Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora.

1.3.4 Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja Petugas PTSL di Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora.

1.3.5 Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Petugas PTSL di

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menghasilkan gambaran dan hubungan
antara beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja petugas PTSL dengan
kepuasan kerja sebagai variabel intervening, sehingga pengerjaan PTSL di Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora bisa efisien dan optimal.

1.4.2 Manfaat praktis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan salah satu bahan

pertimbangan oleh atasan dan bagian kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten
Blora dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang
berkaitan dengan peningkatan kinerja petugas PTSL mencakup beban kerja dan

kompensasi kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening.



